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Ikhtisar Eksekutif 

 

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 

dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Capaian sasaran strategis 1 “ Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah ”:  

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Indikator Kinerja : Nilai RB Perangkat Daerah  

Formulasi Perhitungan : Nilai (N) = Nilai RB Perangkat Daerah 

- Capaian indikator Nilai RB Perangkat Daerah dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 

(satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. 

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 40; sampai dengan Desember 2025 

tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk Nilai RB Perangkat Daerah tidak dilakukan penilaian 

ditingkat SKPD tapi dilakukan penilaian untuk seluruh entitas di Pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan untuk capaiannya dianggap sudah 100%. Dengan demikian 

capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target 

dikalikan 100%) mencapai 100%. 

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik 

Daerah yang Mandiri dan Akuntabel Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan ”: 

- Diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a. Indikator Kinerja : Persentase Kesesuaian Anggaran Terhadap Perencanaan dan 

Pengalokasian Belanja dalam APBD 

Formulasi Perhitungan : Nilai ( N ) = Persentase Kesesuaian Dokumen Anggaran Terhadap 

Perencanaan + Persentase Pengalokasian Belanja dalam APBD. 

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan akhir Desember 

2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai/sesuai *) dengan target. 

Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. 

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100% maka untuk capaian target 

tahun 2025 capaiannya sama dengan tahun 2024. Dengan demikian capaiannya telah 

mencapai target. 

a. Indikator Kinerja : Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD ( WTP = 3; WDP = 2 ; Disclaimer = 3 ) 

 Formulasi Perhitungan : Nilai ( N) = Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD 
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- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan akhir Desember 

2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai/sesuai *) dengan target. 

Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%. 

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100% maka untuk capaian target 

tahun 2025 capaiannya sama dengan tahun 2024. Dengan demikian capaiannya telah 

mencapai target. 

 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang 

perlu menjadi perhatian bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  ke depan, sebagai berikut: 

1. Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan 

keuangan daerah ; 

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan; 

3. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 

4.  Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan 

kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan kualitas pengelolaan barang milik 

daerah; 

5. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan; 

6. Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah; 

7. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah;  

8. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi 

daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi 

kurang optimal; 

9. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. 

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai 

pijakan bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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BAB I 

Pendahuluan 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian 

Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD 

dan/atau 5APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi: 

 

 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung. 

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja        instansi. 

1.1 Pohon Kinerja  

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat 

atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang 

diinginkan.  Menyusun pohon kinerja sebenar nya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang 

secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang 

diinginkan.  Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute 

logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam 

mencapai kinerja.  

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscuting kaitan/hubungan dengan Instansi Lain 

baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.  

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang 

Bab I berisi : 
1. Pohon Kinerja PD 
2. Cascading Kinerja, Peta 

Proses Bisnis dan   
Struktur Organisasi 

3. Tugas, Fungsi dan Peta 
Jabatan 

4. Isu-Isu Strategis 
5. Dukungan SDM, Sarana- 

Prasarana dan Anggaran 
6. Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi LHE SAKIP 
Tahun 2025 
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merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis 

proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.  

Pohon Kinerja Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, 

misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan 

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading 

kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut: 

“Pohon Kinerja“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket : pohon kinerja lengkap dapat dilihat melalui link : bitly....fdfdfdt 
 



 
 

 3 
 

Gambar I.2 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 

(halaman ini dapat di buat landscape)

“CASCADING“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link : bitly....fdfdfdt 
 



 
 

 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PETA PROSES BISNIS“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :  
 

“STRUKTUR ORGANISASI“ 
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1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam 

jabatan sebagaimana gambar berikut: 

Gambar I.2. 
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Keuangan Daerah  

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Keuangan. Adapun Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung fungsi  sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi 

kewenangan provinsi; 

2. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang 

keuangan yang menjadi kewenangan provinsi; 

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang keuangan; 

4. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan provinsi di bidang keuangan; 

5. Penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah; 

6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja) 

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan 

merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu 

strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu 

strategis yang melingkupi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “mewujudkan reformasi birokrasi 

yang berkualitas serta mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik”, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD; 

2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 

 

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada  tahun 2025 

sebagaimana tabel berikut

https://sakip.babelprov.go.id/web/index.php?r=rpjmd-tujuan%2Fview&id=59
https://sakip.babelprov.go.id/web/index.php?r=rpjmd-tujuan%2Fview&id=59
https://sakip.babelprov.go.id/web/index.php?r=rpjmd-tujuan%2Fview&id=58
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Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 

NO JABATAN 

FORMASI/PETA JABATAN PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
KUALIFIKASI 

JUMLAH 
KUALIFIKASI LAKI- 

LAKI 
PEREMP UAN 

S2 S1 D3 SMA/SMP S2 S1 D3 SMA/SMP 

A JABATAN STRUKUTRAL             

1 Ess II 1 1           

2 Ess III 14 6 8   14 6 8   v  

3 Ess IV 33 9 23 1  33 9 23 1  21 12 

B JABATAN FUNGSIONAL             

1 Ahli Pertama 1 1      1    1 

2 Ahli Muda 13 4 9          

3 Mahir  5   5  5   5  3 2 

4 Pelaksana 1   1     1   1 

C JABATAN PELAKSANA             

1 Pelaksana 218 3 108 59 48 218 3 108 59 48 111 107 

2 ...........             

3 Dst..........             

D PPPK/PHL 162  61 19 83 163  61 19 83 96 67 

1 ...........             

2 Dst..........             
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Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, 

didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 210 orang (42,76%), disusul oleh jenjang 

pendidikan S2 sebanyak 23 orang (4,68%), D3 sebanyak 127 orang (25,86%), SLTA sebanyak 

131 orang (26,68%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi 

pegawai perempuan/laki-laki*) sedikit lebih banyak/sedikit*) dibanding pegawai 

perempuan/laki-laki*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak/sedikit*)  dijabat 

perempuan/laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam 

manajemen SDM aparatur.  

 

Tabel I.2 Sarana-Prasarana 

No. Klasifikasi 
Jumlah 
Barang 

Nilai Aset* 

1 Tanah  6.015.770.640,00 
 tanah  6.015.770.640,00 

2 Peralatan dan mesin  41.806.150.162,48 
 alat besar  2.563.075.646,00 
 alat angkutan  8.810.172.120,00 
 alat bengkel dan alat ukur  599.367.350,00 
 alat pertanian  0 
 alat kantor dan rumah tangga  13.039.530.770,48 
 alat studio, komunikasi dan pemancar  1.714.218.304,00 
 alat kedokteran dan kesehatan  17.325.000,00 
 alat laboratorium  0 
 alat persenjataan  0 
 komputer  14.976.359.017,00 
 alat eksplorasi  0 
 alat pengeboran  0 
 alat produksi, pengolahan dan pemurnian  0 
 alat bantu eksplorasi  0 
 alat keselamatan kerja  56.371.955,00 
 alat peraga  0 
 peralatan proses/produksi  0 
 rambu – rambu  29.730.000,00 
 peralatan olah raga  0 

3 Gedung dan bangunan  39.834.521.551,98 
 bangunan gedung  39.834.521.551,98 
 monumen  0 
 bangunan menara  0 
 tugu titik kontrol/pasti  0 

4 Jalan, irigasi dan jaringan  1.075.121.332,00 
 jalan dan jembatan  98.600.000,00 
 bangunan air   
 instalasi  976.521.332,00 
 jaringan  0 

5 Aset tetap lainnya  65.376.254,00 
 bahan perpustakaan  0 
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 barang bercorak 
kesenian/kebudayaan/olahra 

 10.000.000,00 

 hewan  0 
 biota perairan  0 
 tanaman  55.376.254,00 
 barang koleksi non budaya  0 
 aset tetap dalam renovasi  0 

6 Kostruksi dalam pengerjaan  0 
 konstruksi dalam pengerjaan  0 

7 Aset Lainnya  0 
 Kemitraan dengan pihak ketiga  0 

8 Aset tidak berwujud  0 
 Aset tidak berwujud  0 

9 Aset lain - lain  2.773.043.695,00 
 Aset lain - lain  2.773.043.695,00 
    

Total  91.569.983.635,46 

 

Kendaraan operasional Badan Keuangan Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  terdiri 

dari yakni 8 unit kendaraan dinas jabatan, 20 unit kendaraan operasional, 34 unit kendaraan 

roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang 

pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, 

ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling 

cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam 

kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 3 : 5 

Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah/belum *) memadai. Hanya saja 

sebanyak 40 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang 

spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) 

tuntutan pekerjaan yang 100 % berbasis IT. 

 

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 

Tahun 
Belanja 
Operasi 

Belanja 
Modal 

Belanja Tak 
Terduga 

Belanja 
Transfer 

Jumlah 

2024 92.257.773.911,98 6.000.058.795 14.591.947.358,47 424.268.416.236 537.118.196.301,

45 

2025 86.428.481.919,37 6.414.839.100,00 
 

10.968.907.347,19 
 

367.358.390.839,
00 

 

471.170.619.205,

56 

 

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 

terdapat kenaikan/penurunan*) Total anggaran belanja sebesar Rp 65.947.577.095,89.  Hal ini 

menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) anggaran untuk membiayai program/kegiatan 

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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BAB 2 
 

Perencanaan 
dan Perjanjian Kinerja 

 

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah 

mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun 

waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 -

2026. 

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 

Sesuai cascade kinerja, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya reformasi birokrasi 

perangkat daerah Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Bakuda Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung selama lima tahun adalah : 

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas 

2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik 
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https://sakip.babelprov.go.id/web/index.php?r=rpjmd-tujuan%2Fview&id=59
https://sakip.babelprov.go.id/web/index.php?r=rpjmd-tujuan%2Fview&id=58
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Adapun sasaran Bakuda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima 

tahun sebagai berikut: 

Tabel II.1 Sasaran Strategis  Bakuda , 2023-2026 

(tabel ini dapat di buat landscape) 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

Baseline 
2022 

TARGET TAHUNAN Target 
Akhir 

Renstra 
Ket 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Meningkatkan 
tata kelola 
internal 
perangkat 
daerah 
(BAKUDA) 

Nilai RB 
perangkat 
daerah 
(BAKUDA) 

Nilai 
 

- 30 35 40 45 45  

2.  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah yang 
mencerminka
n pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah yang 
mandiri dan 
akuntabel 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Persentase 
kesesuaian 
dokumen 
anggaran 
terhadap 
perencanaan 
dan 
pengalokasia
n belanja 
dalam APBD 

Persen - 100 100 100 100 100  

dst  Nilai rata-
rata IPKD 
kabupaten/k
ota 

Nilai - 75 77 79 81 81  

  Persentase 
penyerapan 
anggaran 
belanja 
APBD 

Persen - 92.5 93 93.5 94 94  

  Opini BPK 
atas 
pemeriksaan 
LKPD (WTP = 
3, WDP = 2, 
Disclaimer = 
1) 

Nilai - WTP WTP WTP WTP WTP  

 

 



 
 

 13 
 

 

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 

NO. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan tata 
kelola internal 
perangkat daerah 
(BAKUDA) 

Melaksanakan tata kelola 
pemerintahan pada 
Badan Keuangan Daerah 
yang dapat meningkatkan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
kualitas pelayanan publik 

Pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan pada Badan 
Keuangan Daerah yang 
dapat meningkatkan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan kualitas 
pelayanan publik dengan 
prinsip akuntabel, 
efektifitas dan efisien 

2.  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah yang 
mencerminkan 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah yang 
mandiri dan 
akuntabel 
berdasarkan 
peraturan 
perundang - 
undangan 

Melaksanakan 
penyusunan APBD yang 
sinkron dengan dokumen 
perencanaan pemerintah 
daerah dan mandatory 
perundang - undangan 

Peningkatan Implementasi  
penganggaran keuangan 
daerah dalam Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah (SIPD) disertai 
dengan penguatan 
koordinasi dan konsolidasi 
internal pemerintah 
daerah 

  Melaksanakan 
penyusunan APBD yang 
sinkron dengan dokumen 
perencanaan pemerintah 
daerah dan mandatory 
perundang - undangan 

Peningkatan pembinaan 
pengelolaan keuangan 
kabupaten/kota yang 
diimplementasikan ke 
dalam Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah (SIPD) 

  Melaksanakan 
penatausahaan 
perbendaharaan 
keuangan daerah sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 

Peningkatan implementasi 
penatausahaan 
perbendaharaan keuangan 
daerah dalam Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah (SIPD) 

  Melaksanakan 
penatausahaan akuntansi 
dan pelaporan keuangan 

Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dalam 
implementasi 
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daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan 

penatausahaan akuntansi 
dan pelaporan keuangan 
daerah dalam Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah (SIPD) yang sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 

  Melaksanakan tata kelola 
barang milik daerah 
daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan 

Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dalam tata 
kelola barang milik 
0daerah yang dapat 
menyajikan kewajaran dan 
kebenaran sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan 

  Melaksanakan 
pemungutan pendapatan 
asli daerah sesuai dengan 
peraturan perundang - 
undangan 

Peningkatan pendapatan 
asli daerah semaksimal 
mungkin dengan 
memanfaatkan sumber 
daya yang ada dan 
peningkatan jumlah objek 
pajak daerah potensial 

 

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bakuda 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana 

tabel berikut: 

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 

 

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN SEBELUM 
PERUBAHAN 

SESUDAH 
PERUBAHAN 

BERTAMBAH 

    /BERKURANG 

1. Meningkatkan 
tata kelola 
internal 
perangkat 
daerah 

1.1 Program 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah provinsi 

83.507.642.838,62 73.348.030.120,62 (10.159.612.718,00) 

1.1.1 Kegiatan 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

345.030.000,00 263.300.000,00 (81.730.000,00) 
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1.1.2 Kegiatan 
administrasi 
keuangan 
perangkat 
daerah 

62.040.363.338,62 55.141.040.845,62 (6.899.322.493,00) 

1.1.3 Kegiatan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah 

544.986.600,00 317.139.700,00 (227.846.900,00) 

1.1.4 Kegiatan 
administrasi 
umum 
perangkat 
daerah 

5.542.455.800,00 5.385.704.500,00 (156.751.300,00) 

1.1.5 Kegiatan 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

5.345.183.700,00 3.714.326.300,00 (1.630.857.400,00) 

1.1.6 Kegiatan 
penyediaan 
jasa penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

7.697.393.000,00 7.296.463.375,00 (400.929.625,00) 

1.1.7 Kegiatan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

1.992.230.400,00 1.230.055.400,00 (762.175.000,00) 

2. Meningkatkan 
kemampuan 
dan pengelolaan 
keuangan 
daerah 

2.1 Program 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

329.505.380.960 381.016.732.986 51.511.352.025,78  

2.1.1 Kegiatan 
koordinasi dan 
penyusunan 
rencana 
anggaran 
daerah 

1.545.633.100,00 995.688.000,00 (549.945.100,00) 
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2.1.2 Kegiatan 
pembinaan 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 
Kabupaten/Kot
a 

1.021.698.700,00 566.334.450,00 (455.364.250,00) 

2.1.3 Kegiatan 
koordinasi dan 
pengelolaan 
perbendaharaa
n daerah 

640.999.600,00 464.869.000,00 (176.130.600,00) 

2.1.4 Kegiatan 
koordinasi dan 
pelaksanaan 
akuntansi dan 
pelaporan 
keuangan 
daerah 

795.965.050,00 528.543.350 (267.421.700,00) 

2.1.5 Kegiatan 
penunjang 
urusan 
kewenangan 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

325.216.084.510,41 378.383.298.186,19 53.167.213.675,78  

2.1.6 Pengelolaan 
Data dan 
Implementasi 
Sistem 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah Lingkup 
Keuangan 
Daerah 

285.000.000,00 78.000.000,00 (207.000.000,00) 

     

3.1 Program 
pengelolaan 
barang milik 
daerah 

788.993.900 381.621.300 (407.372.600,00) 

3.1.1 Kegiatan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah 

788.993.900,00 381.621.300,00 (407.372.600,00) 

     

4.1 Program 
pengelolaan 
pendapatan 
daerah 

1.983.045.900,00 1.959.159.900,00 (23.886.000,00) 

 Kegiatan 
pengelolaan 
pendapatan 

1.983.045.900,00 1.959.159.900,00 (23.886.000,00) 
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daerah 

 Total anggaran berkaitan langsung dengan 
pencapaian sasaran 

755.560.553.188 598.380.441.920,43 (157.180.111.267,5
7) 

 

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator 

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran 

strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi 

setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran 

(Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama 

Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala 

Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang 

dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga 

atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas 

program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA 

Perangkat Daerah.  

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator    kinerjanya.  
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2.5.1  Perjanjian Kinerja  2025 (Induk)  

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang 

merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala BAKUDA 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 
  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan 

Target 
TW 

1. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

dan barang milik 

daerah yang 

mencerminkan 

pengelolaan keuangan 

dan barang milik 

daerah yang mandiri 

dan akuntabel 

berdasarkan peraturan 

perundang-undanga 

Persentase 

kesesuaian 

dokumen anggaran 

terhadap 

perencanaan dan 

pengalokasian 

belanja dalam 

APBD 

% 100 Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

TW IV 

  Nilai rata - rata 

IPKD kabupaten / 

kota 

Angka  Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

TW IV 

  Persentase 

penyerapan 

anggaran belanja 

APBD 

%  Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

TW IV 

  Opini BPK atas 

pemeriksaan LKPD 

(WTP = 3, WDP = 2, 

Disclaimer = 1) 

Angka  Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

TW II 

  Ratio kemandirian 

keuangan daerah 

%  Triwulan I 
Triwulan II 
Triwulan III 
Triwulan IV 

TW IV 
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Tabel II.5 Komponen Anggaran  Induk pada Perjanjian Kinerja 

Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 

No. Indikator Kinerja Program Anggaran Ket 

1. Nilai RB perangkat daerah Penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

Rp 
73.348.030.120,62 

 

..... 

     

 

Keterangan Tambahan: 

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah tetapi anggaran berkurang/bertambah 

3,23 % sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. 

2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV. 

3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu: 

- BTT dalam rangka menghadapi keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya  Rp 

10.968.907.347,00 

 

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja  Tahun 2025 

BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik 

oleh pegawai BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan 

alamat http://bakuda.babelprov.go.id . Dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas 

dan fungsi BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa 

kegiatan terbaru yang telah dilakukan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga 

menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang 

dilakukan di BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti layanan pengaduan, 

Informasi pembayaran pajak tahunan dll 
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Gambar Website BAKUDA 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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Gambar Aplikasi Layanan Pengaduan 
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BAB 3 
 
Akuntabilitas Kinerja 
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 

BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  telah 

melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang 

diperjanjikan Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung  dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  

tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam  

Negeri Nomor  86  Tahun  2017  

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut: 

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No. Interval Nilai  
Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja 

Kriteria Kode 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua 

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda 

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua 

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda 

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah 

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 3 Berisi : 
1. Capaian Kinerja Tahun 

2025 
2. Efisiensi Anggaran 
3. Inovasi 
4. Penghargaan 
5. Lintas Sektor/Crosscuting 
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Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 

                       (tabel ini dapat di buat landscape) 
 

 
 

 
 

NO 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR/META 

INDIKATOR 

 
 

SATUAN 

 
BASE 
 LINE  
2022 

 
CAPAIAN 

2024 

TAHUN 2025 
TARGET 
AKHIR 

RENSTRA TARGET REALISASI 
PERSEN 

TASE 

KRITERIA 

/ KODE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Meningkatkan 
tata kelola 
internal 
perangkat 
daerah 

Indikator :                          
Nilai RB perangkat 
daerah 
Formula 
Perhitungan :  N 
= Nilai RB 
perangkat daerah 
 

Nilai  25 100 40 100 100  45 

 Meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang milik 
daerah yang 
mandiri dan 
akuntabel 
berdasarkan 
peraturan 
perundang - 
undangan 

Indikator :                     
Persentase 
kesesuaian 
dokumen 
anggaran 
terhadap 
perencanaan 
belanja dalam 
APBD  
Formula 
Perhitungan :         
N = % kesesuaian 
dokumen 
anggaran 
terhadap 
perencanaan + % 
pengalokasian 
belanja dalam 
APBD 
 

% 100 100 100 100 100  100 

  Indikator :                          
Nilai rata – rata 
IPKD 
kabupaten/kota 
Formula 
Perhitungan :         
N = Nilai rata – 
rata IPKD 
kabupaten/kota 
 

Nilai 77 79,82 79 65,38 82,76  80 

  Indikator :              
Persentase 
penyerapan APBD 
Formula 
Perhitungan :         
N = Serapan ( % 
belanja 
operasional + % 
belanja modal + 
% BTT + % 

% - 92,05 93,50 83,03 
 

89,23 
 

 94 
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belanja transfer ) 

  Indikator :                        
Opini BPK atas 
pemeriksaan LKPD 
(WTP = 3 ; WDP = 
2; Disclaimer = 1 ) 
Formula 
Perhitungan :         
N = Opini BPK 
atas pemeriksaan 
LKPD         

Nilai  3 3 3 3 100  3 

  Indikator :                        
Ratio kemandirian 
keuangan daerah 
Formula 
Perhitungan :         
N = realisasi PAD 
/ realisasi 
pendapatan x 
100 % 

% 46,68 37,79 33,51 35,15 104,89  33,67 

 

 

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1.  Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah 

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan indikator 

Nilai RB perangkat daerah.  Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan 

indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 
 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan tata 
Kelola internal  
perangkat daerah 

 Nilai RB perangkat daerah Nilai (N) = Nilai RB perangkat 
daerah 

 

 

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan 

menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah. Tahun 2025, 

capaian indikator sasaran sebesar 40 sampai dengan Desember 2025 tidak dapat terealisasi 

dikarenakan untuk indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat 

SKPD tapi untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk 

capaiannya dianggap 100 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.  
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Capaian sasaran ini dibandingkan dengan target akhir rencana strategis tahun 2026 sebesar 

45, maka capaiannya tidak dapat direalisasikan dikarenakan indikator nilai RB perangkat 

daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD tapi penilaiannya untuk seluruh entitas di 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

3.1.2.. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan 

Kinerja sasaran neningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator 

persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD 

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai 

berikut: 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan peraturan 
perundang - undangan 

Persentase kesesuaian 
anggaran terhadap 
perencanaan dan 
pengalokasian belanja dalam 
APBD 
 

N = (% kesesuaian dokumen 
anggaran terhadap 
perencanaan + % 
pengalokasian belanja dalam 
APBD) 

 

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan 

menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = N = (% kesesuaian dokumen anggaran 

terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD). Tahun 2024 capaian kinerja 

sasaran ini sebesar 100 % dari target 100%.  

Capaian sasaran ini dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 100%, maka indikator 

kinerjanya tercapai sebesar 100%.  

Capaian sasaran indikator kinerjanya dibandingkan dengan target akhir renstra Bakuda TA 

2026 sebesar 100 %, maka capaiannya tercapai sebesar 100%.  

3.1.3. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan 

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator 
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kinerja nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan 

formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:  

Tabel III.1.3.  Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan peraturan 
perundang - undangan 

Nilai rata – rata IPKD 
kabupaten/kota APBD 
 

N = Nilai rata – rata IPKD 
kabupaten/kota 

 

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan 

menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota. Tahun 

2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 65,38 atau sebesar 82,76 dari target 79. 

Capaian indikator kinerja di tahun 2025 sebesar 65,38 dibandingkan dengan capaian indikator 

kinerja tahun 2024 sebesar 79,82, maka capaiannya 81,91%. 

Capaian indikator kinerja di tahun 2025 sebesar 65,38 dibandingkan dengan target indikator 

kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 81, maka capaiannya sebesar 80,71%. 

3.1.4. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan  

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator 

persentase penyerapan APBD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi 

perhitungan indikator adalah sebagai berikut:  

 

Tabel III.1.4.  Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan peraturan 

Persentase penyerapan 
APBD 
 

N = Serapan (% belanja 

operasional + % belanja modal 

+ % BTT + belanja transfer) 
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perundang - undangan 

Kinerja sasaran meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah diukur dengan 

menggunakan formulasi perhitungan Nilai  (N) = Nilai (N)= Serapan (% belanja operasional + % 

belanja modal + % BTT + % belanja transfer) 

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2025 adalah sebesar 83,03 %, maka indikator sasaran 

kinerja ini tercapai sebesar 89,23 % dari target 93,50% 

Capaian indikator kinerja di tahun 2025 sebesar 83,03 % dibandingkan dengan target 

indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 94 %, maka capaiannya sebesar 88,33%. 

3.1.5. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan  

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator 

opini BPK atas pemeriksaan LKPD ( WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1 ). Penjelasan hubungan 

sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel III.1.5.  Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan peraturan 
perundang - undangan 

Opini BPK atas pemeriksaan 

LKPD (WTP = 3; WDP = 2; 

Disclaimer = 1) 

 

N = Opini BPK atas 

pemeriksaan LKPD (WTP = 3; 

WDP = 2; Disclaimer = 1) 

 

 

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan 

menggunakan formulasi perhitungan N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; 

Disclaimer = 1). 

Capaian indikator kinerja di tahun 2025 sebesar 3 point dibandingkan dengan capaian 

indikator kinerja tahun 2024 sebesar 3 point, maka capaiannya tercapai 100%. 

Capaian indikator kinerja di tahun 2025 sebesar 3 dibandingkan dengan target indikator 

kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 3, maka capaiannya sebesar 100%. 
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3.1.6. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan  

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang 

mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator 

ratio kemandirian daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan 

indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel III.1.6.  Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran Indikator Formulasi Perhitungan 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan peraturan 
perundang - undangan 

Ratio kemandirian daerah 

 

Ratio = (realisasi PAD/realisasi 

pendapatan) x 100 % 

 

 

Kinerja sasaran meningkatkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur 

dengan menggunakan formulasi perhitungan ratio = (realisasi pendapatan daerah /target 

pendapatan daerah) x 100 % .  

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2025 adalah 35,15% atau sebesar 104,89% dari target 

33,51%.  

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2025 sebesar 35,15% dibandingkan dengan capaian kinerja 

sasaran tahun 2024 sebesar sebesar 37,79% maka terjadi capaian kinerjanya sebesar 93,01%.  

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2025 sebesar 35,15% dibandingkan dengan capaian kinerja 

sasaran akhir tahun renstra tahun 2026 sebesar 33,67%, maka capaiannya sebesar 104,39%.
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Kinerja Bakuda pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

(tabel ini dapat di buat landscape) 
 

No Indikator Sasaran 

2024 2025 
Target Akhir Renstra 

(2026) 

Capaian s/d  
2025 terhadap 
target 2026 (%) Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nilai RB perangkat 

daerah 

 

35 35 100% 40 40 100% 45 100% 

2. Persentase kesesuaian 
anggaran terhadap 
perencanaan dan 
pengalokasian belanja 
dalam APBD 

100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 

3. Nilai rata - rata IPKD 
kabupaten/kota 

77 79,82 103,66% 79 65,38 82,76% 90 72,64% 

4. Persentase 
penyerapan APBD 

93% 92,05 98,98% 93,50% 83,03 89,23% 94% 88,32% 

5. Opini BPK atas 
pemeriksaan LKPD 
( WTP = 3 , WDP = 2 , 
Disclaimer = 1 )    

3 3 100% 3 3 100% 3 100% 

6. Ratio kemandirian 
daerah 

33,45 37,79 112,97 33,51 35,15 104,89 33,67 106,41% 
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Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan dengan 

indikator kinerja  Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian 

belanja dalam APBD adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 100 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target   sebesar 100% 

(terlampaui/belum melampaui*). 

b. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%, maka target capaiannya tercapai  

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil 

tercapai/tidak tercapai 

- Analisis ketercapaian sasaran  meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan  dengan 

indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan LKPD ( WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1 )   

adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 3, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target   sebesar 100% 

(terlampaui/belum melampaui*). 

b. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 3, , maka capaiannya 100%. 

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan  berhasil 

tercapai/tidak tercapai 

- Analisis ketercapaian s asaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan  dengan 

indikator kinerja ratio kemandirian daerah adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 35,15%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target   sebesar 104,89% 

(terlampaui/belum melampaui*). 

b. Dibandingkan realisasi tahun 2024  sebesar 37,79% , maka capaiannya 93,01%. 

c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil 

tercapai/tidak tercapai 

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi peningkatan capaian tersebut 

didukung dari program-program sebagai berikut : 

 

I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja 

program : 

1. Terlaksananya peningkatan tata kelola intenal perangkat daerah mempunyai Indikator 

kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan formula perhitungan indikator ini   adalah Realisasi 
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/ Target x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 77,05 dari target 82 atau sebesar 

93,96%. Capaian kinerja pada tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang 

sebesar 76,60. 

2. Terlaksananya peningkatan tata kelola intenal perangkat daerah mempunyai Indikator 

kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Internal Bakuda dengan formula perhitungan indikator ini 

adalah nilai interval tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan, Capaian kinerja untuk 

indikator ini adalah 80,5 dari target 80atau sebesar 100,62 %.. Capaian kinerja pada Tahun 2025 

ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 100,631%.  

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Koordinasi dan sinkronisasi antara sekretariat, bidang dan UPTB berjalan dengan baik, 

b. Adanya komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja,  

c. SDM yang cukup kompeten yang ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a. Adanya dinamika keuangan daerah baik dari transfer pusat, bagi hasil maupun pendapatan 

asli daerah sehingga menyebabkan adanya refocusing / efisiensi anggaran. 

 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Melakukan efisiensi anggaran berdasarkan skala prioritas perangkat daerah, 

b. Melakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan keuangan daerah untuk tagging pagu kegiatan 

agar kegiatan yang dilaksanakan benar – benar berdasarkan skala prioritas perangkat daerah,  

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menngikutsertakan dalam diklat - diklat 

teknis 

 

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kinerja program :  

1. Terlaksananya penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan mempunyai Indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran terhadap 

perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD. Formula perhitungan indikator ini adalah 

N = nilai rata – rata bobot unsur x konstanta dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah  

(100/100)x100%= 100% dari target 100 atau sebesar 100%.   

Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan dengan tahun 2024 yang  

sebesar 100%  

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Perencanaan yang matang 

Perencanaan yang dilakukan dengan cermat dan tepat oleh pemerintah daerah sejak awal 

dapat mengurangi potensi keterlambatan. Proses perencanaan yang melibatkan berbagai 

stakeholder juga akan memastikan bahwa semua kebutuhan dan prioritas daerah tercakup 

dalam APBD.,  

b. Koordinasi yang baik antar instansi terkait 
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Proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga legislatif, pemerintah 

daerah, dan Bappeda. Koordinasi yang efektif antar instansi-instansi ini sangat penting agar 

semua pihak dapat berperan serta dalam waktu yang tepat dan sesuai prosedur,  

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

Pemerintah daerah yang mematuhi seluruh peraturan yang mengatur tentang penyusunan dan 

penetapan APBD, seperti undang – undang tentang keuangan negara dan undang – undang 

tentang pemerintahan daerah, akan dapat menjaga kelancaran proses ini. 

d. Anggaran yang realistis dan terukur 

Penyusunan APBD yang mengacu pada perhitungan yang realistis dan terukur akan 

memudahkan pembahasan dan penetapannya. Hal ini juga akan menghindari revisi berulang 

yang berpotensi menyebabkan keterlambatan. 

e. Monitoring dan evaluasi yang efektif 

Adanya proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, baik di tingkat pemerintahan 

daerah maupun lembaga legislatif, dapat mempercepat proses penetapan APBD dan 

mengurangi adanya kesalahan atau revisi yang sering terjadi. 

f. Kondisi politik yang stabil 

Stabilitas politik di tingkat daerah juga berperan penting dalam kelancaran penetapan APBD. 

Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan terhambatnya proses persetujuan anggaran, baik di 

tingkat eksekutif maupun legislatif. 

 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a. Perencanaan yang kurang matang 

Ketidaksempurnaan dalam perencanaan anggaran, seperti tidak teridentifikasinya prioritas 

belanja yang jelas atau estimasi pendapatan yang tidak realistis, dapat menyebabkan revisi dan 

keterlambatan dalam penetapan APBD.  

b. Kurangnya koordinasi antar instansi 

Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan instansi 

terkait, termasuk legislatif, dapat memperlambat proses penyusunan dan pembahasan APBD. 

Hal ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian antara usulan program dan kebutuhan riil daerah. 

c. Perubahan kebijakan yang mendadak 

Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mendadak, seperti perubahan peraturan 

perundang-undangan atau alokasi dana, dapat mengganggu jadwal penyusunan APBD daerah 

dan memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian yang menyebabkan keterlambatan. 

d. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja 

Ketidakseimbangan yang besar antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah seringkali 

mengakibatkan revisi yang memakan waktu. Hal ini dapat memunculkan perdebatan dan 

penundaan dalam proses persetujuan anggaran. 

e. Politik daerah yang tidak stabil 

Ketidakstabilan politik di tingkat daerah, seperti perbedaan pendapat antara eksekutif dan 

legislatif, atau konflik internal pemerintah daerah, dapat menghambat kelancaran proses 
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pembahasan dan persetujuan APBD. 

f. Keterbatasan dana atau kesulitan ekonomi 

Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil akibat berkurangnya dana transfer dari pusat 

maupun kurang penerimaan PAD dapat mempersulit penyusunan APBD yang tepat waktu. 

Pemerintah daerah mungkin perlu melakukan penyesuaian yang signifikan terhadap anggaran 

yang telah disusun. 

 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a .  Perencanaan anggaran yang matang dan realistis: 

- Menyusun perencanaan anggaran yang berbasis pada prioritas pembangunan daerah 

yang jelas dan realistis, serta memperhatikan potensi pendapatan dan kebutuhan belanja 

yang terukur  

- Melibatkan stakeholder terkait sejak awal dalam penyusunan perencanaan untuk 

memastikan semua kepentingan dan program strategis daerah terakomodasi 

b. Peningkatan koordinasi antar instansi 

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait agar 

penyusunan APBD berjalan efektif dan tidak terhambat oleh masalah komunikasi atau 

administrasi 

- Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk memastikan sinkronisasi antara 

rencana kerja, anggaran, dan kebijakan yang ada. 

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

 Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang terlibat 

dalam penyusunan APBD, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunannya 

d. Penyederhanaan prosedur administrasi 

- Menyederhanakan prosedur administrasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam 

penyusunan APBD untuk menghindari tumpang tindih dan keterlambatan. 

- Membuat pedoman yang jelas dan mudah diikuti untuk penyusunan APBD yang bisa 

dipahami oleh seluruh pihak terkait, baik di pemerintah daerah maupun DPRD. 

e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat 

- Melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum konsultasi publik atau musyawarah 

perencanaan pembangunan (musrenbang), untuk memastikan program dan kegiatan 

yang diusulkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

- Menyediakan saluran untuk masukan masyarakat agar anggaran yang disusun dapat 

mencakup aspirasi dari berbagai elemen masyarakat (pokir maupun kamus aspirasi) 

f.   Menjaga stabilitas politik dan sosial 

 Menjaga stabilitas politik daerah agar tidak ada konflik atau perbedaan yang signifikan 

antara eksekutif dan legislatif yang dapat menghambat proses pembahasan dan 

penetapan anggaran serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD 

agar proses pembahasan APBD lebih cepat dan efektif 
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g. Penyusunan anggaran yang fleksibel dan responsif 

- Menerapkan anggaran yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan 

kebutuhan dan kondisi daerah, tanpa menunda proses penetapan APBD 

- Memastikan bahwa perubahan APBD yang dilakukan dapat segera disetujui dengan 

pertimbangan yang matang dan sesuai dengan urgensi serta kebutuhan. 

h. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel: 

- Memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan transparansi dan 

akuntabilitas yang tinggi, sehingga tidak ada kekhawatiran dari DPRD dan masyarakat 

terhadap penggunaan dana. 

- Mengoptimalkan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik untuk mempermudah  

pengawasan dan pengendalian anggaran. 

i. Mengantisipasi perubahan kebijakan pusat 

 Menyiapkan skenario anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan 

dari pemerintah pusat, baik yang terkait dengan pendapatan maupun alokasi dana untuk 

daerah serta melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat agar kebijakan 

yang berubah dapat dipahami dan disesuaikan dengan cepat di tingkat daerah. 

 

2. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah provinsi 

mempunyai indikator kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah 

provinsi. Formula perhitungan indikator ini   adalah N = Nilai rata – rata bobot unsur x 

konstanta dengan capaian indikator ini adalah 2. 

 Capaian kinerja pada tahun 2025 ini sama dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 100% 

. 

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. SDM berkompeten 

SDM yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi dan pelaporan keuangan menjadi 

sesuatu yang sangat penting. Pelaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 

berkelanjutan bagi SDM terkait sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menyusun laporan keuangan tepat waktu. 

b. Sistem informasi keuangan yang efektif 

Sistem informasi yang baik atau perangkat lunak akuntansi yang mendukung proses pencatatan 

dan pelaporan secara efisien, akan mempermudah penyusunan laporan keuangan dan 

mempercepat proses verifikasi dan persetujuan. 

c. Koordinasi yang baik antara OPD dan Badan Keuangan Daerah 

Koordinasi yang solid antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Keuangan 

Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

laporan keuangan tersedia tepat waktu dan akurat. 

d. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku 

Pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, 

khususnya terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, akan 



 
 

35  

mempermudah proses penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Evaluasi yang tepat dan pengawasan internal yang baik 

Evaluasi berkala terhadap proses penyusunan laporan keuangan misalkan dengan melakukan 

rekonsiliasi data secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin 

menghambat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta pengawasan internal yang 

baik akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi standar akuntansi dan 

dapat disampaikan tepat waktu. Pengawasan ini juga membantu memastikan akurasi dan 

kebenaran data yang dilaporkan. 

f. Keterlibatan pimpinan daerah 

Dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah sangat penting untuk mendorong penyusunan 

laporan keuangan yang tepat waktu. Kepemimpinan yang jelas dan pengawasan yang rutin dari 

tingkat atas akan memotivasi SDM terkait untuk menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. 

g. Adanya proses dan prosedur yang Jelas 

Adanya sisdur yang jelas dalam proses penyusunan laporan keuangan akan 

meminimalisir kesalahan dan keterlambatan. Standarisasi sisdur ini juga dapat 

mempercepat proses penyusunan dan pengesahan laporan. 

h. Infrastruktur dan teknologi pendukung  

Infrastruktur yang memadai dan penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat 

mempercepat proses dan memudahkan pengumpulan serta penyusunan data yang diperlukan 

dalam laporan keuangan. 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 

Kekurangan SDM berkompeten di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada OPD dapat 

memperlambat proses penyusunan laporan. Kurangnya pelatihan atau pemahaman terhadap 

standar akuntansi yang berlaku juga bisa menjadi hambatan.  

b. Sistem informasi yang tidak efektif 

Penggunaan sistem informasi keuangan yang kurang optimal atau tidak terintegrasi dengan 

baik dapat menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data, pencatatan transaksi, dan 

penyusunan laporan keuangan. Sistem yang lambat atau sering bermasalah juga dapat 

menambah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan. 

c. Koordinasi yang lemah antara OPD dan Badan Keuangan Daerah  

Jika terdapat kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan 

Keuangan Daerah, data yang diperlukan untuk laporan keuangan mungkin tidak terkumpul 

tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan laporan.  

d. Keterlambatan penyampaian data atau dokumen 

Jika OPD tidak dapat menyampaikan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk laporan 

keuangan tepat waktu, ini dapat menghambat proses penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan.  

e. Kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Apabila SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tidak memiliki pemahaman 
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yang cukup mengenai SAP, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan 

atau bahkan keterlambatan dalam pelaporannya.  

f.  Keterbatasan waktu dan tenaga pada akhir tahun anggaran 

Akhir tahun anggaran, banyak kegiatan yang perlu diselesaikan segera, termasuk penutupan 

pembukuan, yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan dan keterlambatan 

dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan 

terlalu banyak, yang mana dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan 

keuangan, terutama jika ada deadline yang bersamaan dengan tugas-tugas lain.  

g. Gangguan eksternal  

Infrastruktur yang tidak memadai (misalnya, jaringan internet yang lambat, perangkat keras 

yang tidak berfungsi dengan baik, penyakit atau gangguan lainnya yang dapat menghambat 

kelancaran proses administrasi dan penyusunan laporan keuangan, karena adanya pembatasan 

aktivitas atau kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi. 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Peningkatan kapasitas SDM 

Mengadakan pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan 

pemahaman staf mengenai akuntansi, pelaporan keuangan, serta standar akuntansi 

pemerintahan.  

b. Peningkatan dan optimalisasi sistem informasi keuangan  

Memastikan bahwa sistem informasi keuangan yang digunakan (misalnya SIPD Akuntansi dan 

SIPD penatausahaan) selalu diperbarui, terintegrasi, dan dapat mempermudah pengumpulan 

data serta pembuatan laporan.  

c. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan Badan Keuangan Daerah  

Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin antara Badan Keuangan Daerah dengan OPD 

terkait untuk memastikan data yang diperlukan tersedia tepat waktu dan akurat.  

d. Penyusunan prosedur yang efektif dan standarisasi  

Mengembangkan prosedur standar operasional (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan 

yang memudahkan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan 

tepat waktu serta melakukan sistem pengawasan yang efektif dengan mengimplementasikan 

mekanisme pengawasan internal yang memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang 

muncul selama proses penyusunan laporan keuangan.  

e. Komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah  

Memastikan adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk mendorong 

kelancaran proses penyusunan laporan keuangan dengan menetapkan prioritas dan 

memberikan arahan yang jelas.  

f. Peningkatan pengawasan dan evaluasi internal  

Melakukan pengawasan internal secara berkala misakan dengan rekonsiliasi data secara 

berkala untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan tepat sesuai dengan regulasi yang 

berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar.   

g. Mengatasi keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran 
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Perencanaan dan pengaturan waktu yang baik dengan menyusun jadwal yang terperinci dan 

realistis, serta membagi tugas secara efisien, terutama pada akhir tahun anggaran untuk 

memastikan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu.  

h. Mengantisipasi faktor eksternal  

Menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi gangguan eksternal yang dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan komunikasi antara 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengatasi tantangan 

yang muncul akibat faktor eksternal. 

 

3. Terlaksananya pembinaan terhadap kabupaten / kota mempunyai indikator kinerja jumlah 

kabupaten /kota yang mendapatkan pembinaan. Formula perhitungan indikator ini adalah N = 

Nilai rata – rata bobot unsur x konstanta dengan capaian indikator ini adalah 7 

 Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dengan dibandingkan dengan tahun 2024 yang 

sebesar 100%   

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Peningkatan kapasitas melalui diklat yang berkesinambungan sangat penting untuk 

memperkuat kemampuan SDM keuangan daerah dalam mengelola dan membina pengelolaan 

keuangan. Penguasaan teknis terkait penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, pengelolaan 

aset, dan pengawasan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan keuangan di 

daerah. 

b. Penyusunan dan implementasi kebijakan yang jelas 

Adanya kebijakan dan peraturan daerah yang jelas serta mendukung pengelolaan keuangan 

yang transparan dan akuntabel. Hal ini termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), serta pedoman untuk pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / 

kota. 

c. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah 

Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk 

membimbing dan memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan sera sinergi antar OPD 

untuk memastikan bahwa pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

d. Pengawasan dan akuntabilitas 

Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan secara rutin untuk memastikan bahwa 

pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

e. Dukungan dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD 

Dukungan dan komitmen dari kepala daerah dan pimpinan OPD sangat penting dalam 

mendorong pelaksanaan pembinaan keuangan yang baik dan tercapainya indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. Pimpinan daerah dan pimpinan OPD yang memiliki visi jelas dalam 

pengelolaan dan pembinaan keuangan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan 
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memperbaiki kinerja keuangan daerah. 

f. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan 

Mengadakan sosialisasi terkait aturan dan kebijakan pengelolaan keuangan kepada seluruh 

pihak yang terlibat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku.  

g. Penyelesaian masalah dan tantangan secara cepat 

Menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan daerah 

secara cepat dan efektif untuk menghindari dampak yang lebih besar pada kinerja keuangan 

dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah terkait pengelolaan 

keuangan, termasuk keterlambatan dalam laporan, kesalahan penganggaran, atau penggunaan 

dana yang tidak efisien. 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a .  Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 

Kekurangan SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi 

pemerintah yang memadai. SDM yang tidak terlatih atau kurang berpengalaman dapat 

menghambat pelaksanaan tugas dan pembinaan keuangan yang efektif. SDM yang terbatas dan 

beban kerja yang tinggi pada pengelola keuangan dapat menyebabkan keterlambatan atau 

kesalahan dalam proses pembinaan dan pelaporan keuangan. 

b .  Koordinasi yang lemah antar OPD dan antar pemerintah daerah 

Koordinasi yang tidak efektif dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan dapat menyebabkan 

data yang tidak terkoordinasi dengan baik atau lambatnya proses penyusunan anggaran dan 

laporan. 

c .  Regulasi yang tidak jelas atau sering berubah 

Peraturan yang tidak konsisten, sering berubah, atau tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan 

dalam mengikuti prosedur yang benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan 

kebijakan yang mendadak, tanpa adanya persiapan yang cukup, dapat mengganggu proses 

pembinaan keuangan. 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi 

Tingkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelatihan terkait pengelolaan 

keuangan daerah, seperti penganggaran, pelaporan, dan pengawasan   

b. Optimalisasi sistem dan teknologi Informasi 

Implementasi sistem keuangan berbasis teknologi dengan penggunaan aplikasi atau sistem 

informasi untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, seperti SIPD (Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah) 

c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah 

Tingkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga pengelolaan keuangan 

dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. 

d. Reformasi regulasi dan kebijakan lokal 

Penyederhanaan proses administrasi dengan mengevaluasi dan perbaiki kebijakan atau 
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peraturan daerah yang berpotensi menghambat kelancaran pengelolaan keuangan serta 

harmonisasi peraturan dengan memastikan peraturan daerah selaras dengan kebijakan 

nasional, terutama terkait tata kelola keuangan daerah. 

 

4. Terlaksananya peningkatan pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran dana 

transfer dan BTT mempunyai indikator kinerja persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan 

terhadap penyaluran dana transfer dan BTT. Formula perhitungan indikator ini adalah N = Nilai 

rata – rata bobot unsur x konstanta dengan capaian indikator ini adalah 100%. 

Capaian kinerja pada tahun 2025 ini sama dengan  tahun 2024 yang sebesar 100 %.  

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan 

Pelaksanaan penyaluran dana transfer dan BTT harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, serta 

peraturan teknis lainnya. 

b. Sistem dan proses yang efektif 

Penggunaan Sistem Informasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dapat 

membantu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan penyaluran dana agar 

lebih transparan dan efisien serta adanya pedoman teknis / SOP yang jelas untuk proses 

pengajuan, pencairan, dan pelaporan dana transfer serta BTT. 

c. Komitmen dan kepemimpinan 

Kepala daerah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa penyaluran dana transfer dan 

BTT mematuhi peraturan yang berlaku. Dan adanya sinergi antara pemerintah daerah, 

pemerintah pusat, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan. 

d. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga 

Sinergi dengan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan 

instansi terkait, dalam memastikan proses penyaluran sesuai aturan dan komunikasi intensif 

dengan DPRD dalam pembahasan APBD dan realisasi anggaran 

 Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a . Kurangnya pemahaman terhadap regulasi 

Aparatur pemerintah daerah mungkin kurang memahami peraturan terkait, seperti mekanisme 

penyaluran dana transfer atau kriteria penggunaan BTT. Diantaranya peraturan yang terlalu 

rumit atau sering berubah dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi, Ketidaksesuaian 

antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat implementasi yang sesuai 

aturan serta perubahan regulasi yang mendadak yang membuat pemerintah daerah sulit 

beradaptasi dengan cepat. 

b. Keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada transfer pusat 

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat membuat daerah kurang fleksibel dalam 

memenuhi kebutuhan mendesak. 

c. Konflik kepentingan 

Pengelolaan dana transfer dan BTT dapat terganggu oleh kepentingan politik lokal yang tidak 
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sesuai dengan prioritas kebijakan. Proses alokasi dana sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari 

pihak tertentu yang bertentangan dengan aturan. Selain itu juga ada perbedaan pemahaman 

dalam menentukan prioritas penggunaan dana sehingga dapat menghambat pelaksanaannya 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi 

Penyederhanaan aturan teknis, hindari perubahan regulasi yang mendadak dan pastikan 

sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. 

b. Perencanaan yang lebih matang 

 Penguatan perencanaan dan penganggaran melibatkan semua pihak terkait untuk 

meminimalkan tumpeng tindih program, penggunaan data yang akurat dan terkini dalam 

perencanaan pengelolaan dana transfer dan BTT; Alokasikan dana sesuai kebutuhan mendesak 

dan prioritas daerah, khususnya dalam penggunaan BTT untuk kondisi darurat serta 

penyelarasan rencana kerja daerah  dengan kebijakan pusat.  

c. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga 

Tingkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan panduan teknis, 

supervisi, dan dukungan regulasi. 

d. Peningkatan kepemimpinan dan komitmen 

 Kepala daerah harus menjadi teladan dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan 

memprioritaskan pengelolaan dana yang sesuai aturan. Dan harus mampu membangun 

koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi 

kebijakan berjalan sesuai regulasi.  

 

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kinerja program: 

1. Terlaksananya peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan mempunyai Indikator kinerja  kepatuhan penyampaian laporan barang 

milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan ( 1 = tidak patuh; 2 = patuh). 

Formula perhitungan indikator ini adalah N = Nilai kepatuhan penyampaian laporan BMD yang 

sesuai peraturan perundang - undangan 

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2 point  dari target 2 atau sebesar 100 %. 

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan dengan tahun 2023 yang sebesar 100%. 

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a .  Adanya regulasi yang Jelas  

Regulasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami terkait pengelolaan dan pelaporan BMD, 

Peraturan pemerintah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Regulasi ini harus 

mencakup mekanisme pelaporan, waktu penyampaian, format laporan, dan sanksi atas 

ketidakpatuhan. 

b .  Komitmen dari pimpinan  

Dukungan dan komitmen dari kepala daerah dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

sangat penting. 

c .  Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten  
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SDM yang bertugas mengelola dan melaporkan BMD harus memiliki pemahaman yang baik 

tentang aturan dan prosedur pelaporan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala 

dapat membantu SDM tetap kompeten dan mengikuti perkembangan regulasi. 

d .  Sistem informasi dan teknologi  

Pendukung Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah yang terintegrasi membantu 

pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan BMD secara lebih akurat dan efisien. 

e .  Pengawasan internal yang efektif 

Fungsi pengawasan internal, seperti Inspektorat Daerah, harus berjalan optimal untuk 

memastikan bahwa setiap OPD mematuhi prosedur pelaporan BMD. Dan pelaksanaan 

pemeriksaan serta pengawasan internal rutin juga dapat mendeteksi dan mencegah 

ketidakpatuhan. 

f .  Kolaborasi antar instansi  

Kerja sama antara OPD, diantarnya dengan melaksanakan rekonsilliasi BMD secara berkala 

untuk memastikan pelaporan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a . Ketidakjelasan regulasi 

 Regulasi yang terlalu teknis, kompleks, atau sering berubah sehingga sulit dipahami oleh 

pengelola BMD. Tidak adanya pedoman teknis yang memadai untuk pelaksanaan pelaporan. 

b. Keterbatasan kompetensi SDM 

 SDM yang kurang memahami aturan pengelolaan dan pelaporan BMD. Minimnya pelatihan 

atau pembinaan teknis bagi pengelola aset. Tingginya rotasi atau mutasi pegawai yang 

menyebabkan pengelola tidak memiliki pengalaman cukup. 

c. Sistem informasi yang tidak memadai 

 Penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan atau kehilangan data.  

d. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap 

 Inventarisasi aset yang tidak akurat atau tidak terbarui. Ketidaksesuaian antara data di 

lapangan dengan data yang dilaporkan. 

e. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi 

 Adanya perbedaan antara rencana pengelolaan BMD dengan implementasi di lapangan, seperti 

aset yang tidak tercatat saat pembelian atau penghapusan. 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Penyusunan dan sosialisasi regulasi yang lebih komprehensif 

Memastikan regulasi terkait pengelolaan dan pelaporan BMD dirumuskan secara jelas, lengkap, 

dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Melakukan sosialisasi regulasi secara rutin kepada 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait. 

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

Mengadakan pelatihan teknis secara berkala mengenai pengelolaan dan pelaporan BMD. 

c. Pemanfaatan teknologi Informasi 

Mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi BMD yang terintegrasi, modern, dan 

user-friendly. 
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d. Inventarisasi aset yang lebih baik 

Melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan berkala untuk memastikan data yang 

dilaporkan akurat dan terbarui. 

e. Penguatan pengawasan dan evaluasi 

Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan BMD. 

f. Peningkatan koordinasi antar instansi 

Mengadakan forum komunikasi rutin antara OPD, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah 

untuk memastikan sinkronisasi data dan kebijakan. 

 

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kinerja program: 
1. Terlaksananya peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah mempunyai Indikator kinerja 

persentase pertumbuhan pendapatan daerah.  Formula perhitungan indikator ini adalah N = N 

– n-1 / n-1 x 100. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  - 6,63 dari target 11,50 atau 

sebesar -53,16%.  

Capaian kinerja dengan tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 yang 

sebesar -6,95%.  

 

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :  

a. Kebijakan dan regulasi yang mendukung  

 Peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sumber pendapatan, seperti pajak, retribusi, 

dan pengelolaan aset daerah serta penyerderhanaan regulasi sehingga mempermudah 

masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. 

b. Identifikasi dan pemanfaatan potensi daerah 

 Identifikasi potensi sumber pendapatan baru serta optimalisasi sektor unggulan daerah. 

c. Sistem dan teknologi yang modern 

 Penggunaan teknologi Sistem informasi yang memungkinkan sinkronisasi data antara OPD 

d. Partisipasi aktif masyarakat 

 Peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta pelaksanaan 

penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap 

pendapatan daerah. 

e. Kemitraan dengan pihak swasta dan instansi vertikal lainnya 

Mengajak investor untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah melalui skema 

investasi atau kerja sama serta menjalankan model kemitraan antara pemerintah daerah dan 

sektor swasta dan pemda dengan instansi vertikal lainnya dalam peningkatan pendapatan. 

f. Infrastruktur pendukung 

Peningkatan Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi misalkan peningkatan akses jalan 

serta pembangunan fasilitas layanan publik yang memudahkan masyarakat seperti layanan 

samsat kelililing, samsat drive tru dan layanan lainnya 

g. Stabilitas ekonomi dan politik 
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klim ekonomi yang kondusif; pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil mendorong 

kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. 

 

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:  

a . Regulasi yang tidak memadai 

 Ketidakjelasan aturan seperti peraturan daerah yang kurang rinci atau tidak sesuai dengan 

kondisi lokal sehingga sulit diimplementasikan dan birokrasi yang rumit dalam pengurusan 

pajak dan retribusi yang berbelit-belit, membuat wajib pajak enggan untuk mematuhi 

kewajibannya. 

b. Sistem informasi dan teknologi yang tidak optimal 

 Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan 

pendapatan. 

c. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang rendah 

- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk 

pembangunan daerah.  

- Ketidakpercayaan kepada pemerintah; masyarakat enggan membayar pajak karena kurang 

percaya pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan. 

a. Hambatan ekonomi dan politik 

Krisis ekonomi atau daya beli masyarakat yang rendah memengaruhi kemampuan mereka 

untuk membayar pajak dan retribusi. 

e. Kurangnya diversifikasi pendapatan 

Pendapatan daerah terlalu bergantung pada satu atau dua sektor, sehingga rentan terhadap 

perubahan kondisi ekonomi 

f.  Pengelolaan aset yang tidak optimal 

 Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan 

pendapatan. 

 

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:  

a. Penyempurnaan regulasi 

 Mengkaji ulang dan memperbarui peraturan daerah terkait pajak, retribusi, dan pengelolaan 

aset agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dan juga mengurangi birokrasi 

yang rumit dalam pengurusan pajak dan retribusi. 

b. Optimalisasi potensi pendapatan 

 Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan baru, dan 

mengoptimalkan aset daerah yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, 

seperti gedung, lahan, atau fasilitas umum. 

c. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat 

Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk 

pembangunan daerah  

d. Peningkatan infrastruktur 
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 Pengembangan fasilitas publik dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, 

pasar, atau kawasan industri untuk mendukung aktivitas ekonomi. 

e. Pengawasan dan penegakan hukum 

Meningkatkan fungsi pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan serta memberikan 

sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh atau pihak yang melakukan pelanggaran dalam 

pengelolaan pendapatan. 

 
3.1.1.1. Data Dukung Capaian Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah melalui 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melekat pada Kesekretariatan 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 

127.900.000,00 

Gambar III.1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 

No. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

1. 

 

Monev capaian program 

dan kegiatan 

2. 

 

Monev capaian program 

dan kegiatan 
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3.1.1.2. Data Dukung Capaian Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan 

melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerahi melekat pada Kegiatan Perencanaan 

Penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 

306.675.000,00 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Rapat TAPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat TAPD 
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3.1.1.3. Data Dukung Capaian Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan 

melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerahi melekat pada Kegiatan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah  sebagai berikut : 

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar  

1. 

 

 

 

 

 

Rakor Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Efisiensi Anggaran 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel III.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 

 
 

No Sasaran Indikator 

Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target Realisasi 

% 
Realisasi 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik 
daerah yang mandiri 
dan akuntabel 
berdasarkan 
peraturan perundang - 
undangan 

 

Persentase 
kesesuaian anggaran 
terhadap 
perencanaan dan 
pengalokasian 
belanja dalam APBD 

  

100 100 100 995.688.000,00 904.560.075,00 90,85% 91.127.925,00 

  Nilai rata – rata IPKD 
kabupaten / kota 
 

79 65,38 82,76 566.334.450,00 401.241.078,00 70,85% 165.093.372,0
0 

  Persentase 
penyerapan APBD 

93,50 83,03 89,23 379.026.167.186,19 344.659.378.279 90,93 34.366.788.907,1
9 

  Opini BPK atas 
pemeriksaan LKPD 
( WTP = 3 , WDP = 
2 , Disclaimer = 1 )  

 

3 3 100 910.164.650,00 491.658.723,00 54,01% 418.505.927,0
0 
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  Ratio kemandirian 
keuangan daerah 
 

33,51 35,51 104,89 4.944.156.840,00 3.647.960.250,00 73,78% 1.296.196.590 

Total Belanja      386.442.511.126,
19 

350.104.798.405 90,56% 36.337.712.72
1,19 
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Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja 

program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 

386.442.511.126,19 terealisasi Rp 350.104.798.405 atau 90,56 % sehingga dapat dikatakan 

terdapat efisiensi Rp 36.337.712.721,19 yang bersumber dari: 

- Efisiensi Belanja Operasi  

- Efisiensi Belanja Modal 

- Efisiensi Belanja Tak Terduga  

- Efisiensi belanja Transfer  

- Efisiensi Belanja Hibah  

- Efisiensi Belanja Bantuan sosial  

 

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 
 

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Nomor : 700 / 109 / LHE-

ITDA / 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BAKUDA Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 



 
 

50  

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

 

NO REKOMENDASI 
RENCANA AKSI 
TINDAKLANJUT 

TARGET 

RENCANA 
WAKTU 

PELAKSANAA
N (BULAN) 

STATUS/PROG
RES 

PENYELESAIA
N/OUTPUT 

PELAKSANAAN 

LINK BUKTI DUKUNG TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

1 Melaksanakan 
reviu secara 

berjenjang atas 
dokumen 

laporan kinerja 

Mengidentifikasi 
dokumen laporan 
kinerja dari unit 

kerja 

 Tiap akhir 
Triwulan 

TW 1 dan TW 
2 selesai, TW 3 

dan TW 4 
sedang 
berjalan 

v v v v https://drive.google.com/driv
e/folders/1AzDpTO-

W5vBoqWpCXO6xDzXCdg2cw
1t6 

  Melaksanakan 
review atas 

dokumen tersebut 

 Tiap akhir 
Triwulan 

TW 1 dan TW 
2 selesai, TW 3 

dan TW 4 
sedang 
berjalan 

v v v v 

  Penyampaian hasil 
review dan laporan 

 Tiap akhir 
Triwulan 

TW 1 dan TW 
2 selesai, TW 3 

dan TW 4 
sedang 
berjalan 

v v v v 

  Evaluasi internal 
atas pelaksanaan 
review dan tindak 
lanjut perbaikan 

kedepan 

 Pada triwulan 
I tahun 

berikutnya 

Selesai 
dilaksanakan 

v    https://drive.google.com/driv
e/folders/13YPVs5yCvUyCMB

RHy-
EPYJgkUbcfx2Wh?usp=drive_l

ink 

2 Melaksanakan 
evaluasi 

akuntabilitas 
kinerja internal 

dengan didukung 
oleh SDM yang 

memadai 

Pengumpulan data 
dari unit kerja 

 Januari sd 
Desember 

Selesai 
dilaksanakan 

v v v v https://drive.google.com/driv
e/folders/12KQeSZrap6V1yxA
2bRJXQK64I2QmK3eK?usp=dr

ive_link 
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  Pelaksanaan 
evaluasi 

akuntabilitas 
kinerja secara 

internal 

 Januari sd 
Desember 

Selesai 
dilaksanakan 

v v v v tps://drive.google.com/drive/
folders/1AzDpTO-

W5vBoqWpCXO6xDzXCdg2cw
1t6 

  Menyusun laporan 
hasil dan 

rekomendasi 
perbaikan kinerja 

 Tiap akhir 
Triwulan 

TW 3 dan TW 
4 belum 

dilaksanakan 

  v v 

  Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

dengan renaksi 
perbaikan kinerja 

 Januari Dilaksanakan 
awal tahun 
berikutnya 

v    https://drive.google.com/driv
e/folders/14EyzRdSEaw4Qhs
bpbqIXFFOlapZi6dSw?usp=dri

ve_link 

  Monitoring dan 
pelaporan 

pelaksanaan tindak 
lanjut evaluasi 

 Januari Dilaksanakan 
awal tahun 
berikutnya 

v    https://drive.google.com/driv
e/folders/13YPVs5yCvUyCMB

RHy-
EPYJgkUbcfx2Wh?usp=drive_l

ink 

3 Melakukan 
perbaikan dan 
peningkatan 

kinerja dengan 
memanfaatkan 
hasil evaluasi 
akuntabilitas 

kinerja internal 
secara lebih 

maksimal setiap 
tahunnya 

Menganalisis hasil 
evaluasi 

akuntabilitas 
kinerja internal 
tahun berjalan 

 Januari sd 
Desember 

Selesai 
dilaksanakan 

v v v v https://drive.google.com/driv
e/folders/1AzDpTO-

W5vBoqWpCXO6xDzXCdg2cw
1t6 

  Mengintegrasikan 
rencana aksi ke 
dalam dokumen 

perencanaan 

 Januari sd 
Desember 

Sebagian 
selesai 

dilaksanakan 

  v v 
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  Monitoring 
pelaksanaan 

rencana aksi secara 
triwulan 

 Januari sd 
Desember 

TW 1 dan TW 
2 selesai, TW 3 

dan TW 4 
sedang 
berjalan 

  v v 

  Menyusun laporan 
akhir tindak lanjut 

hasil evaluasi 
kinerja internal 

 Januari sd 
Desember 

Dilaksanakan 
awal tahun 
berikutnya 

v    ttps://drive.google.com/drive
/folders/13YPVs5yCvUyCMBR

Hy-
EPYJgkUbcfx2Wh?usp=drive_l

ink 
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3.4. Inovasi 

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis 

dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu 

gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran 

kinerja antara lain: 

a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan 

aplikasi kinerja. 

b. Aplikasi SIPAPA, untuk meningkatkan PAD dari pajak air permukaan. 

c. Aplikasi SIPOJAK, untuk meningkatkan PAD dari penerimaan pajak kendaraan bermotor 

 

3.5. Penghargaan 

Sepanjang Tahun 2025 BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat 

penghargaan sebagai berikut : 

1. .... 

2.  
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BAB 4 
Penutup 

 

4.1 Kesimpulan 

Hasil laporan kinerja BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai 

tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja ratio kemandirian daerah tercapai dengan 

presentase 104,89%, namun untuk indikator kinerja penyerapan APBD tidak tercapai dengan 

presentase 89,23%. 

2. Tidak tercapainya indikator kinerja persentase penyerapan APBD dikarenakan penetapan 

perubahan anggaran TA 2025 yang agak terlambat sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tidak 

berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.  

3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data 

perencanaan untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya data keuangan dan pendapatan 

terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi 

sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari 

semua SKPD untuk mendukung program kegiatan BAKUDA dalam upaya mengelola keuangan 

daerah dan peningkatan pendapatan. 

4.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kapasitas SDM dengan pelaksanaan diklat dan bimtek terkait pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan BMD. 

2. Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan tindak lanjut dari hasil evaluasi APBD dan 

APBD perubahan. 

3. Menyiapkan anggaran yang cukup dalam mendukung tercapainya IKU Bakuda 

4.3 Rencana Aksi 

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut: 

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat. 

2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar 

Bab 4 Berisi : 

1. Kesimpulan 
2. Rekomendasi  
3. Rencana Aksi 
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pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode 

mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan. 

3. Koordinasi dan komunikasi internal bakuda secara lebih intensif. 

4. Dst. 
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Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)  

 

Tujuan dan Sasaran Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2023 - 2026 

 

 NO 

TUJUAN 
 
 
 

INDIKATOR 
TUJUAN 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR SASARAN 

STRATEGIS/INDIKATOR 
UTAMA (IKU) 

TH. 1 TH. 2 TH.3 TH. 4 

(2023) (2024) (2025) (2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A Meningkatnya 
reformasi birokrasi 
perangkat daerah 

Indeks reformasi 
birokrasi 

    68,25 69,00 69,75 70,50 

1     Meningkatkan tata kelola 
internal perangkat daerah 

Nilai RB perangkat daerah 30 35 40 45 

2     Meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
dan barang milik daerah 
yang mandiri dan 
akuntabel berdasarkan 
peraturan perundang - 
undangan 

Persentase kesesuaian 
anggaran terhadap 
perencanaan dan 
pengalokasian belanja dalam 
APBD 

100% 100% 100% 100% 

        Nilai rata - rata IPKD 
kabupaten/kota 

75 77 79 81 

        Persentase penyerapan APBD 92,50% 93,00% 93,50% 94% 

        Opini BPK atas pemeriksaan 
LKPD ( WTP = 3 , WDP = 2 , 
Disclaimer = 1 )    

WTP WTP WTP WTP 

        Ratio kemandirian daerah 33,29% 33,45% 33,51% 33,67% 
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Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk) 
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
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Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025 
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Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024 
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Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2025 
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